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Mengingat 

BUPATI TELUK WONDAMA 
PROVINS! PAPUA BARAT 

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA 
NOMOR 23 TAHUN 2023 

TENT ANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6697); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarong 
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan 
Bin tang, Kabupaten Y ahukimo, Kabupaten Tolikara, 
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven 
Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk 
Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4245); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tembahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5678); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 590); 

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2011- 
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama 2011 
Nomor 12); 

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Teluk 
Wondama Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk 
Wondama Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019 
Nomor 14); 

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk 
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Wondama Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Teluk Wondama Tahun 2021 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk 
Wondama Tahun 2022 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH TAHUN 2024. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun. 

4. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama. 
5. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama. 
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
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Pasal 2 

(1) RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan RPJPD Tahun 2005- 
2025, dan dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2019-2024, 
RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2024, 
dan RTRW Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2011-2031. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaijangka 
waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai 
dengan 31 Desember 2024. 

BAB II 
SISTEMATIKA RKPD 

Pasal 3 

( 1) RKPD sebagaimana disebut pada Pasal 2 disusun dengan 
Sistematika: 
BAB I Pendahuluan; 
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; 
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 
BAB VII Penutup. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

( 1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan 
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; dan 

(2) RKPD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan 
dan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Tahun Anggaran 2024. 
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BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Teluk Wondama. 

Ditetapkan di Rasiei 
pada tanggal 20 Juni 2023 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

CAP/TTD 

HENDRIK S. MAMBOR 

Diundangkan di Rasiei 
pada tanggal 20 Juni 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, 

CAP/TTD 

ASERWAROY 

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 23. 

{��'AKI, 
SH 

0312 1 007 
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